SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 230 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PEMBAYARAN PISUNGSUNG ATAS PEMANFAATAN

Menimbang

Mengingat

TANAH KASULTANAN YANG DIGUNAKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten, pemanfaatan Tanah Kasultanan dan

Kadipaten harus mendapatkan Serat Kekancingan;

. bahwa dalam rangka mendapatkan Serat Kekancingan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten
Bantul melakukan pembayaran pisungsung atas pemanfaatan
Tanah Kasultanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Besaran Pembayaran Pisungsung Atas
Pemanfaatan Tanah Kasultanan Yang Digunakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2043);
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam
Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);



8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49
Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN PEMBAYARAN
PISUNGSUNG ATAS PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN YANG
DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Besaran Pembayaran Pisungsung Atas Pemanfaatan Tanah
Kasultanan Yang Digunakan Oleh Pemerintah Kabupaten Bantul
sebesar Rp60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap tahun.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

Ketua DPRD Kabupaten Bantul,

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul,

a kLD

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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